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BUPATI BELITUNG TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NOMOR 63 TAHUN 2022 

TENT ANG 

TATA CARA PELAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada 
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melaporkan 
kekayaannya; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu mengatur tata cara 
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 
Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggaran Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 572); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK 
adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk 
namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan 
rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, 
penerimaan dan pengeluaran, dan data lainnya atas harta 
kekayaan Penyelenggara Negara. 

7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara 
elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 

8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati 
untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. 

9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara 
Negara kepada KPK. 

10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara 
Negara dan/atau KPK kepada publik. 

BAB II 
WAJIB LAPOR LHKPN 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di 
Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari: 
a. Bupati; 
b. W akil Bupati; 
c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV; 
d. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Badan Layanan 
Umum Daerah; 

e. Pejabat Fungsional Auditor; 
f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan di Daerah; 
g. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan 
h. Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah. 



BAB III 
PENY AMPAIAN LHKPN 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat: 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat 

pertama kali menjabat; 
b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara 

Negara; 
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau 
d. masih menjabat. 

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling 
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan 
pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali 
setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib 
disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas 
Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. 

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampikan 
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun 
berikutnya. 

Pasal 4 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 
dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK. 

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang 
kurangnya memuat: 
a. nama; 
b. jabatan; 
c. instansi; 
d. tempat dan tanggal lahir; 
e. alamat; 
f. identitas istri atau suami, anak baik anak tanggungan 

maupun bukan anak tanggungan; 
g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan 

Harta kekayaan; 
h. besaran penerimaan dan pengeluaran; 
1. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda 

tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan 
J. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara 

Pasal 5 
(1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada 

Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja 
sejak LHKPN disampaikan. 



(2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian 
LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan 
pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian 
bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/ atau 
dilengkapi oleh Penyelenggara Negara. 

(3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau 
menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau 
kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari 
kerja berikutnya. 

(5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), maka LHKPN 
yang disampaikan Penyelnggara Negara tidak dapat diproses lebih 
lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan 
LHKPN. 

Pasal 6 

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara 
dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara 
Negara menerima Tanda Terima dari KPK. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dilaksanakan 
secara elektronik dan atau non elektronik melalui media resmi 
KPK dan/atau lnstansi. 

BAB IV 
SANKS I 

Pasal 7 

( 1) Penyelenggaran Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika 
tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan. 

(2) Penyelenggaran Negara yang memberikan keterangan tidak benar 
mengenai harta kekayaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 
Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati belitung Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Penyampaian dan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Belitung Timur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 



Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Belitung Timur. 

Ditetapkan di Manggar 
pada tanggal 26 September 2022 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

ttd 

BURHANUDIN 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 26 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

ttd 

IKHWAN FAHROZI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 64 

suai dengan aslinya 
B GI.AN HUKUM, 

ULLAH, S.H. 
602 200604 1 005 


